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PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONOOW TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN BANT\JAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan
fungsi Pemerintah Daerah, serta partlsipasl dalam pembangunan
daerah dan pelayanan kemasyarakatan, pertu membenkan Bantuan
Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat;

bahwa berdasart<an pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
tentang Kebijakan PemberfanBantuan Sosial.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaaan Negara;
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi
undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005
Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548); sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang
Nomor 12 tahun 2008 tentang PerubahanKedua etas Undang-undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 4844;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perfmbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Soslal
Nasional;



8. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;

. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang KesejahteraanSoslal;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Oaerah;

11. Peraturan Preslden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Barang/JasaPemerintah;

12. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagalmana telah dlubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Oalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

13.  Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pembetian Hlbah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Poleole-Pokok
PengelolaanKeuangan Daerah;

15. Peraturan Oaerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2013;

16. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Ilmur Nornor 35 Tahun 2012
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013.

MEMUTUWBKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI KABUPATEN 801.AANG MONGONDOW TIMUR

TENTANG PEMBERIAN BANTIJAN SOSIAL

BABI
KETENTIJANUMUM

Pasall

Oalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.

Pemerintah Daerah adalah Bupatl Kabupaten Bolaang Mongondow IImur dan Perangkat
Daerahsebagal Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Oaerah.

Kepala Daerahadalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow limur.

Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah yang selanjutnya disingkat OPRD atau sebutan lain
adalah Lembaga PerwakJan Rakyat Oaerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah
Daerah.

Keuangan Oaerah adalah semua hale dan leewajlban daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan wuang termasule
didalamnya segala bentuk kekayaanyang bemubungan dengan hale dan leewajiban daerah
tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah yang selanjutnya disingkat AP80 adalah
rencana keuangan tahun pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Oaerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBO dan bertindak sebagai BendaharaUmum Oaerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Oaerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPKD
adalah Perangkat Oaerah pada pemertntah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.

~



8.

16.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah
pada Pemerintah Daerah.

IlIm Anggaran Pemerintah Oaerah yang selanjutnya disingkat dengan TAPD adalah lim
yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah
yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebljakan Kepala Daerah dalam
rangka penyusunan APBO yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD
dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana
Kerja dan Anggaran Sadan Pengeloaan Keuangan dan Barang Milik Oaerah Selaku Pejabat
Pengelola Keuangan dan Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program Kegiatan Anggaran SKPD.
Dokumen Pelaksana Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan
dokumen pelaksanaan anggaran Sadan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah
selaku Pejabat Pengelola Kuangan Daerah dan Bendahara Umum Oaerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat dengan DPA-SKPD
merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setlap SKPD yang digunakan
sebagal dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Bantuan Sosial adalah pemberlan bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah
kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektlf yang bertujuan untuk melindungl darl kemungkinan terjadinya reslko
soslal.

Resiko Sosial adalah kejadlan atau peristiwa yang dapat menimbulkan potens| terjadinya
kerentahan soslal yang dltanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan /atau
masyarakat sebagai dampak krisls soslal, krisls ekonoml, krisls polittk fenomena alam dan
bencana alam yang jlka tldak diberikan belanja bantuan soslal akan semakin terpuruk dan
tldak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang dlbentuk oleh anggota masyarakat
warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan keglatan, profesi,
fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa , untuk berperan serta
dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarl<.an Pancasila termasuk organlsasi Non
Pemerintahan yang berslfat nasional dlbentuk berdasarl<.an ketentuan perundang-
undangan.

BAB |l
RUANG UNGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupatl Ini meliputl Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawabanserta Monitoring dan Evaluasi pemberlan bantuan sosial
yang bersumberdari APBD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow limur.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat berupa uang atau
barang,



BAB III
PENYELENGGARAANPEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
Baglan Kesatu
Umum

Pasal 4

Bantuan Sosial tidak dapat diberikan kepada Organisasi /kelompok/anggota masyarakat yang
telah memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah APBD Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow limur.

).

Pasal S

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok
masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
mempriontaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan mempematikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 6

Anggota /kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) mellputi:

L.

)

3).
.

Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalaml keadaan yang tidak stabil
sebagaimana akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik. bencana atau fenomena alam
agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang
berperan untuk melindungl Individu, kelornpok, dan /atau masyarakat dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 7

Asas keadilan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 5 ayat (2) diartikan bahwa
pemberian bantuan sosial diberikan kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan
dipertakukan dengan prosedur yang sama.

Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) diartikan bahwa
pemberian bantuan sosial dilakukan secara wajar dan proporslonal dan sesual batas-
batas normal yang ber1aku.

Asas rasionalltas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) diartikan bahwa
pemberlan bantuan sosial harus dapat dianallsis kebenarannya dan masuk akal.

Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimanadimaksud pada pasal 5 ayat (2) diartikan
bahwa pemberlan bantuan sosial benar-benar berguna dan dapat dinikmati oleh
masyarakat.

Pasal8

Bantuan Sosial dapat dlberikan setelah sekurang-kurangnya memenuhl syarat
syaratsebaga berlkut

L.

Bantuan Soslal kepada organisasi sosial/organisasi penyelenggaraan kegiatan sosial:

a. Berl<edudukan di wilayah administrasi Kabupaten Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur;
b. Memilikl Akte Notaris tentang pendirian organlsasi;



3).

).

c. Terdaftar pada badan Kesatuan Bangsa dan Polittk Kabupaten Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur;

d. Memlilki Rekomendasl dari Dinas/Instansi teri<.ait tentang kegiatan yang akan
dilaksanakan;

e. Tldak terjadi sengketa/konflik dalam kepengurusan;

F. Memllliki Sekretariat tetap dengan alamat yang jelas.

Bantuan Sosial KepadaKelompok Masyarakat:

a. Berkedudukan di  Wilayah administrasi Kabupaten Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur;
Memlilki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AO/Rn;

c. Memlllkl Susunan Kepengurusanyang diketahul Pemerintah;

d. Memlllkl Rekomendasl darf Dinas/Instans| teri<alt tentang keglatan yang akan
dilaksanakan;

e. Tldak terjadl sengketa/konfllk dalam pengurusan.

Bantuan Soslal kepada perorangan/individu:

Penduduk Kabupaten Kabupaten BolaangMongondow Timur;
Memlliki Kartu Tanda Penduduk;

Memlllki Kartu Keluarga;

Tldak berpenghasllan tetap;

Surat Keterangan Miskin dari Pemerintah setempat;

Bekerja dibidang Informal.

ho oo oo

Pasal9

Bantuan Sosial berupa uang atau barang wajib diterima langsung oleh Penerima
Bantuan Soslal.

Batuan soslal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang
diberfkan secaralangsung kepada penerfma sepertl beasiswa bagl anak miskin, yayasan
pengelola yatim platu, nelayan miskin, masyarakat lanjut uslateriantar,cacat berat,
tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu, bantuan dana
duka/pengobatan bagl anak miskin, panti jompo, dan yayasan sosial lalnnya, serta
kelompok masyarakat penyelenggara keglatan sosial.

Bantuan soslal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang
yang diberfkan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan
operaslonal untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan
perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna
soslal, temak bagl kelornpok masyarakat kurang mampu, slswa/mahasiswa berasal dari
keluarga miskin, sekolah luar blasa yang dikelola oleh swasta, panti asuhan, panti
jompo, yayasan sosial lainnya kelompok petanl miskin, kelompok nelayan miskin,
kelompok usaha miskin, serta angota/kelompok masyarakat kort>an bencana.

Pasal 10
Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal S memenuhi kriteria
paling sediklt:
a. Selektlf;
b. Memenuhi persyaratan penerimaan bantuan;
c. Berslfat sementara dan tidak harus terus menerus , kecuali dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan;
d. Sesuai tujuan penggunaan;
e. Bantuan Sosial hanya diberfkan kepada calon penerima yang dltunjukan untuk

melindungi dari kemungklnan terjadinya resiko sosial;



Q).

3).

(4).

(5).

(6).

(1).

)

@).

(4).

(5).

(6).

f. Pemberian Bantuan Soslal tidak berulang;

g. Pemberian Bantuan Sosial berslfat sementara dan tidak terus menerus setiap
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertenb.J dapat berkelanjutan;
h. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dlartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran
sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
Kriter1a selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a diartlkan bahwa bantuan
sosial hanya diberikan kepada calon penelima yang di tujukan untuk melindungi dari
kemungkinan resiko sosial.
Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mellputl:
a. Memlliki Identitas yang jelas; dan
b. Berdomisill dalam WIlayah Administratif Pemerintah Kabupaten Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur.
Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) huruf (c) diartlkan bahwa pemberian bantuan soslal tldak wajib dan tidak harus
diberikan setiap tahun anggaran.
Keadaaan tertentu dapat berkelanjutan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf (c)
diarttkan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai
penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
Kriteria sesual tujuan penggunaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf (d)
bahwa tujuan pembertan soslal mellputi:
Rehabilitasi soslal;
Pertindungan sosial;
Pemberdayaansosial;
Jaminan sosial;
Penanggulangankemiskinan; dan
Penanggulanganbencana.

S0P oo0oowD

Pasall

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6) huruf a ditujukan
untuk, pemulihkan dari mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalaml
disfungsl sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Per11ndungan soslal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6) huruf b ditujukan
untuk mencegah dan menangani reslko dari guncangan dan keretakan sosial
seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat
dipenuhl sesual dengan kebutuhan dasar minimal.

Pemberdayaansosfal sebagafmana dfmaksud dalam pasal 10 ayat (6) huruf c ditujukan
untuk menjadlkan seseorang atau kelompok masyarakat mengalaml masalah sosial
mempunyai daya, sehingga mampo memenuhi kebutuhan dasamya.

Jaminan sosial sebagalmana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6) huruf d merupakan
skema yang melembaga untuk menjamin penerimaan bantuan agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6) huruf e
merupakan kebijakan, program dan kegfatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga,
kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyal sumber mata
pencahariandan tidak dapat memenuhl kebutuhan yang layak bagl kemanusiaan.
Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6) huruf f
merupakan serangkaian upaya untuk rehabilitasi.



Pasal 12

Bantuan Sosial tidak dapat digunakan untuk membiayai:

1

2.
3.
4

(3).
4)
)
(6).

(M

9).

(10).

1).
(12).

Keglatan yang berslfat perayaan;

Lomba-lomba untuk perebutan plala/hadiah;
Pemberian hadiah/cendera mata/karangan bunga;
Tunjangan Hari Raya.

Baglan Kedua
Penganggaran
Pasdl3

Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan permohonan tertulfs kepada Bupatl.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) setidak-tidaknya memuat secara

rind dan jelas mengenai :

a. Blaya, waktu, lokasi kegiatan :

b.  Nama lengkap dan tanda tangan sesuai KTP pemohon untuk pemohon individu.

c. Nama lengkap tanda tangan kedua dan sekretar1s sesual KTP serta dibubuhi cap
organisasi/kelompok masyarakat.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) dapat disampaikan langsung

KepadaBupati, Sekretaris Daerah atau melalul SKPD/SKPKD.

Bupati membentuk lim Evaluasl bantuan sosial untuk mengevaluasi bantuan sosial

berupa barang.

Evaluasi atas usulan bantuan soslal berupa uang maupun barang dilakukan 3 (tiga)

bulan sekali.

lim evaluasi dan kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

menyampaikan hasil evaluasl kepada Bupati yang dituangkan dalam bentuk Rancangan

Peraturan Bupatl tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Soslal dengan

memperhatikan kemampuan Keuangan Daerahdan ketersedlaan Anggaran.

Rancangan Peraturan Bupatl sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) menjadl dasar bagl

PA/KPA membuat usul revisl DPA sampai menjadi DPA yang sebelumnya dibuat revisl

DPA oleh PPKD.

Rancangan Peraturan Bupati sebagalmana dimaksud pada Ayat (7) dapat ditetapkan

sebagal Peraturan Bupati yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Tentang

Penjabaran APBD.

lim Evaluasi dan kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (4)
menyampaikan hasll Evaluasi berupa rekomendasi kepada TAPDyang setanjutnya TAPD
memproses APBD untuk rekomendasl dimaksud yang selanjutnya dituangkan dalam
DPA oleh PA/KPA.

Bupatl membuat Surat Keputusan Bupati sebagai dasar untuk DPA sebagalmana
dimaksud kepada ayat (9).

TAPO atau Sekretaris Daerah dapat mengoreksi rekomendasi lim Evaluasi dan SKPO
sesuai dengan kemapuan keuangan daerah.

Peraturan Bupati tentang persetujuan pemberfan bantuan soslal dapat digunakan
sebagal dasar untuk merevisi DPA-PPKD dan DPA-SKPD.



).

Pasall14

Rekomendasi PA/KPA dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal
(13) ayat 9 menjadi dasar pencantuman alokasl anggaran bantuan soslal dalam
rancangan KUA dan PPAS.

Pencantuman Alokasi anggaran sebagalmana dimaksud pada ayat (1) meliputl
anggaran bantuan sosial berupa uang dan /atau barang.

Pasal 15

Bantuan Soslal berupa uang dicantumkan dalam RKA - PPKD;

Bantuan Soslal berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD;

RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mejadi
dasar penggangaran bantuan sosial dalam APBD sesual perundang-undangan.

Pasd 16

Bantuan Soslal berupa uang dlanggarl<an dalam kelompok belanja tldak langsung, jenls
belanja bantuan soslal, objek dan rinclan objek belanja berl<enaan pada PPKD;

Bantuan Sosial berupa barang dianggarl<an pada kelompok belanja langsung, jenis
belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan
kepada plhak ketfga /dIserahkan, dan rfnclan objek belanja bantuan sosial barang yang
diserahkan kepada plhak ketiga/masyarakat berkenaan pada PPKD;

Didalam rindan objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial .

Pasal 17

SKPD yang dapat menyalurl<an bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada
pasal (15) ayat 2 adalah :

M

)

©)

4)

(6)
(7)

(8)
9)

Dinas Sosial sebagal penyalur bantuan soslal berupa barang seperti sembilan bahan
pokok kebutuhan masyarakat miskin, pakaian yang layak bagi masyarakat lanjut usla,
anak terlantar, janda duda miskin, pantf-panti sosial lainnya , kebutuhan perumahan
atau kebutuhan dasar lainnya bagl masyarakat miskin atau korban bencana.

Olnas Pendidikan sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang untuk kebutuhan
pendldikan bagl slswa atau mahasiswadart keluarga miskl atau korban bencana.
Dinas Kesehatan sebagal penyalur bantuan soslal berupa barang untuk kebutuhan
kesehatan masyarakat miskin, kejadian luar blasa/wabah penyakit, Glzl buruk,
penderfta HIV-AIDS atau korban bencana

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecll sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang
untuk kebutuhan kelompok usaha masyarakat /perorangan miskin atau korban
bencana.

Dinas Pertanian dan Petemakan sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang
untuk kebutuhan kelompok tanl masyarakat miskin atau korban bencana.

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang untuk
kebutuhan kelompok nelayan masyarakat miskin atau kOfbanbencana.

Olnas Pekerjaan Umum sebagal penyalur bantuan sosial berupa barang untuk
penyedlaan sanitasl dan air bersih, penyehatan lingkungan permukiman bagl
masyarakat miskin atau korban bencana.

Olnas Kehutanan sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang untuk kebutuhan
blblt pohon bagl masyarakat miskin atau korban bencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagal penyalur bantuan
soslal untuk kebutuhan korban kekerasandalam rumah tangga, trafficking.
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Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai penyalur bantuan sosial berupa barang untuk
rehabilitasl tempat-tempat peribadatan bagl masyarakat miskin atau korban bencana

Baglan Ketlga
Pelaksanaandan Penatausahaan
Pasd 18

PelaksanaanAnggaran Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD
PelaksanaanAnggaran Bantuan Sosfal berupa barang berdasarl<an etas DPA-SKPD

Pasal 19

Pencairan dana bantuan soslal mengacu pada daft:ar penerimaan dan besaran bantuan
yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Oalam hal pencairan dana bantuan sosial belum ada daft:ar penerima dan besaran
bantuan, maka PA/KPAterleblh dahulu harus memproses keputusan Bupatf tentang
Penetapan Penerimaandan besaran Bantuan.

Pasal 20
Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung
(LS).
Dal)am hal bantuan soslal berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000, -
(Ilma juta rupiah) dapat dibayar tunai melalui mekanlsme pembayaran Uang Persediaan
atau Tambah Uang persedlan kepada Bendahara Bantuan sosial.
Oalam hal penerimaan berada diwilayah terpendl dan tidak cukup tersedia fasilitas
perbankan atau karena keadaan tertentu dapat dibayarkan tuna! melalui mekanisme
pembayaran Uang Persedlaan atau Tambah Uang Persediaan Kepada Bendahara
Bantuan Sosial.
Pengeluaran dana bantuan sosial dlatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan
bersifat keglatan berlangsung terus menerus dalam satu tahun anggaran disalurl<an
secarabertahap sesuai anggaran kas.
Dana bantuan sosial sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disalurl<an
sekaligus.
Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerlma bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang
bantuan sosial.

Pasal 21

Pelaksanaanpengadaan barang untuk bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 18
ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)

Pasal?2

Oalam keadaan tertentu Bupati, Wakil Bupati atau  Sekretaris Daerah dapat
membertkan bantuan berupa uang Peraturan Bupati tentang persetujuan pemberian
bantuan sosial.

Pemberian bantuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tetap dicantumkan dalam
Peraturan Bupati tentang persetujuan pemberian bantuan sosial.



Pasal 23

Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengeloaan Keuangan Daerah, dan berdasarl<an
pertimbangan tertentu dapat menetapkan pemberian bantuan sosial secara khusus kepada
organlisasl Sosial/kelompok/angota masyarakat.

Pasal24

Tata cara pemberian bantuan sosial berupa uang maupun berupa barang sebagaimana
tercantum dalam lamplran peraturan ini.

(1
)

(1
)

Baglan Keempat
Pelaporan dan pertanggungjawaban
Pasal 25

Penerimaan bantuan berupa uang menyampaikan laporan pengguna bantuan soslal
kepada Bupati melalui PPKD cq Kuasa PenggunaAnggaran Bantuan Sosial.
Penerimaanbantuan soslal berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan
sosial kepada Kepala SKPD terkait.

Pasal 26

Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenls belanja bantuan sosial pada
PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai reallsasl objek belanja bantuan sosial
padajenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terl<ait.

Pasal 27

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberlan bantuan soslal meliputi:

1.
2.
3.

Usulandari celon penerimaan bantuan sosial kepada Bupati;

Keputusan Bupati tentang penetapan daft.:ar penerimaan bantuan soslal;

Fakta integritas dari penerlma bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial
yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberlan bantuan sosial berupa uang atau bukti
serah terima barang atas pemberlan bantuan soslal berupa barang.

Pasal 28

Penerimaan bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan materia atas
penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerimaan bantuan sosial meliputi;

a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

b. Surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang

diterima telah digunakan sesuai dengan usulan ; dan
c. Bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi

penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi
penerima bantuan soslal berupa barang.
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Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
disampaikan kepada Bupatl paling L.ambat tangal 10 bulan Januari tahun anggaran
berikutnya, kecuali dltent:ukanlain sesuat perat:uranperundang-undangan.
Pertanggungjawaban sebagalmana dimaksudkan pada ayat (2) huruf c disimpan dan
dipergunakan oleh penerimaan bantuan soslal bantuan selaku objek pemeriksaan.

Pasal 29

Reallsaslbantuan soslal dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam
tahun anggaran berkenaan.

Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial
sampal dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagal persediaan dalam
neraca.

Pasal 30

Reallsasl bantuan soslal berupa barang dlkonfirmaslkan sesual standar akuntansi
pemerintah pada reallsasl anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan
keuangandalam penyusunanlaporan keuangan pemerintah daerah.

Formal konversi dan pengungkapan bantuan soslal berupa barang sebagalmana
dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Perat:uran Bupatl ini.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 31

llIm Evaluasl Bantuan Soslal melakukan Monitoring dan Evaluasl atas Pemberian
Bantuan Sosial.

Hasil Monitoring dan Evaluasl sebagalmana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Bolaang mongondow
lImur.

Pasal 32

Dalam hal Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)
terdapat bantuan sosial yang tidak sesual dengan usulan yang telah disetujui, bantuan sosial
yang bersangkutan dikenakan sanksi sesual dengan peraturan perundang-undangan.
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BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal33
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
Bolaang Mongondow Timur Ini dalam Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
Pada tanggal ~ Mor-c.f. 2013

/ BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMURt:

SEHAN LANDJAR

PEMERINTAH ICABUPATEN 90IMNG - MONGONOOW TIMUR
DU&ASPQtON'ATANI'VtGI1.0lAAN ICIUAHGAN OAN ART DAOAH

(DF'PI(AQ.
NO PENGELOIA | ...... u:
1. ICabkl Anggaran ~r
2. Kabdd Perbendaharaan -; ,

). Semtaris OPPICAO

3 Kepala Baglan Hultum &
°

" Kepala Olnas Pendapatan Pengelolaan S

= dan_Ascl Oaerah e
S. >bisten Bldang Adminlstrasl Umum 11,
6. Sela'et3,ls a-vi  I(abupaten 80IHN9

MOf19()0(low Timur
7. Wakll Bupati Bolaang Mongondow llmur

) Mohan |.TIWk Clapat

8. Bupatl Bolaang Mongondow Timur

ditandatangani
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